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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo dengan besar pengaruh yakni 

89,00%. Artinya bahwa setiap peningkatan pajak daerah maka akan diikuti 

dengan peningkatan total pendapatan asli daerah. Hal tersebut sangat jelas 

mengingat pajak daerah merupakan penyumbang yang besar bagi peningkatan 

PAD pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. 

2. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo dengan besar pengaruh yakni 

7,90%. Artinya setiap peningkatan retribusi daerah maka akan diikuti dengan 

peningkatan total pendapatan asli daerah. Naik turunnya retribusi daerah 

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi total pendapatan 

asli daerah (PAD) pada pemerintah daerah Kota Gorontalo, meskipun masih 

terdapat komponen PAD lainnya namun retribusi daerah juga masih 

berkontribusi terhadap total pendapatan asli daerah kota Gorontalo.  

3. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo tahun 2015-2019 

dengan koefisien determinasi sebesar 96,50%. Adapun pengaruh dari variabel 

lain terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar hanya 3,50% (100%-
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4. 96,50%). Vaiabel lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) 

sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu yakni hasil kekayaan yang 

dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan 

upaya intensifikasi ekstensifikasi Badan Keuangan Kota Gorontalo. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan berdasarkan 

hasil penelitian ini yaitu: 

1. Pemerintah harus berperan lebih aktif dalam peningkatan pajak daerah dengan 

mengeluarkan beberapa aturan-aturan ataupun terobosan terbaru untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Diharapakan 

kepada pemerintah kota Gorontalo agar dapat meningkatkan realisasi retribusi 

daerah agar penyerapan pendapatan asli daerah bisa maksimal. 

2. Dalam pengenaan kontribusi daerah sebaiknya pemerintah terus berupaya 

melakukan pengawasan pada pegawai lapangan agar pungutan yang dilakukan 

benar-benar diperuntukan dan masuk pada kas daerah. Serta tidak 

mengeluarkan kebijakan yang sifatnya dapat mengurangi retribusi daerah. Hal 

inilah yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah tidak begitu besar. 

Langkah yang perlu dilakukan yakni menerapkan denda atau sanksi atas 

ketidak patuhan dalam pembayaran kewajiban bagi masyarakat  

3. Bagi peneliti seleanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian ini dengan 

menambahkan variabel lain yang secara teori dapat memberikan dampak bagi 

peningkatan pendapatan asli daerah seperti variabel bagi hasil yang 

dipisahkan, lain-lain PAD yang sah serta belanja modal yang mampu 
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menunjang kemandirian masyarakat sehingga kegiatan ekonomi berjalan 

dengan baik. Selain itu perlunya pengembangan penelitian dengan merubah 

konstruk data menjadi data panel sehingga penelitian dapat mencakup semua 

kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo 
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